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PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Sww

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah
menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :
XXX, Umur XXX tahun, lahir XXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXX, Bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat
Melawan
XXX, Umur XXX tahun, lahir XXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXX, Pekerjaan XXX, Bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Suwawa dengan register perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 21 Juli 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 2003,

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXX;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXX,

Umur 15 Tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun

sejak awal tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

sering melakukan perjudian dan minum-minuman beralkohol sampai dalam keadaan mabuk, jika Tergugat dalam keadaan

mabuk, Tergugat sering marah-marah dengan menggunakan kata-kata kasar pada Penggugat.

5. Bahwapada bulan Februari 2012 Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan perempuan bernama XXX setelah

Penggugat membaca isi pesan singkat di Handphone Tergugat yang berisi pesan mesra antara Tergugat dengan perempuan
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tersebut. Pada awalnya Tergugat tidak mengakui hubungan tersebut. Akibatnya selama beberapa hari kondisi rumah tangga
diwarnai dengan keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah satu pekan terus mendesak Tergugat, Tergugat
akhirnya mengakui hubungan tersebut;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan kebersamaan dalam rumah tangga dengan meminta
Tergugat meninggalkan perempuan tersebut. Namun Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhannya sehingga Tergugat
memilih pergi meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi
lagi dengan Penggugat, dan Tergugat sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun tidak lagi menafkahi Penggugat lahir maupun
batin serta tidak memberi biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh kepala Desa Langge namun tidak
membuahkan hasil yang baik;

9. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan
Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul dikarenakan Penggugat termasuk
masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu nomor XXX tertanggal 09 Juli 2020 yang di
tanda tangani oleh Kepala Desa Langge;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa;
Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa setiap persidangan Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama
sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas (panggilan) nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Sww, pada tanggal 24 Juli 2020 dan
tanggal 6 Agustus 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan

niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang
lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.
2. Bukti Saksi.
1. XXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX (Keponakan Kandung
Penggugat), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki
hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXX;
- Bahwa setelah Tergugat ketahuan mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut sejak itu Penggugat sudah tidak lagi menerima
nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
. XXX , umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX (Kakak kandung
Penggugat) dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXX yang tidak lain suami Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat mengetahui
Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXX;
- Bahwa setelah Tergugat ketahuan mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut sejak itu Penggugat sudah tidak lagi menerima
nafkah lahir dan batin dari Tergugat;

- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
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Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun
lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk
umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa,selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam

berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum
Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal
1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah
melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 247/40/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 dan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang
berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in yudicio), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai
legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya
untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana
dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan

patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di
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persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap
dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu
saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian,
sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti
dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXX, sehingga Majelis Hakim
menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, sebelum memutus perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat
bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut berupa fotokopi, yang telah di-nazegellensebagaimana ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1
huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai,telah juga diperiksa
secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukii tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus
dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, kedua saksi sering melihat pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai
hubungan dengan perempuan lain, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggal . Kedua saksi
mengatakan sejak tahun 2012 Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXX bahkan Tergugat sudah

tinggal bersama dengan perempuan tersebut, sehingga patut dinyatakan terbukti.
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Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi |

dan saksi Il Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan

cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya

perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus

dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon

kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan

Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil

gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan

lain yang bernama XXX;;

3. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan

perempuan lain bernama XXX;;

4.  Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut

mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat

ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (mitsagan ghalidzan) yang menautkan dua insan

yang berbeda fikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru

sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab

sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal sebagaimana

pada fakta hukum poin 3, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993
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tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
diperkuat dengan gagalnya usaha merukunkan dan tidak adanya usaha saling rukun dari kedua belah pihak serta sikap Penggugat yang
bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara
maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk
dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta
kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak
mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat
dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman
serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak
mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah figih:

dlasll wlz e plie xuwlaalll, >
“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk figh Islam sebagai berikut:
1.  Dalam kitab at-Thalaq oleh Ala’'uddin al-Kasani yang berbunyi:
M)l | axbiaall i i9 soliall (] dliws iy Y &Y axboo Sl Gy Y GUSYI M5 aicy
“Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada
lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian”;
2.  Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-ThalaqJuz | halaman 83 yang berbunyi:
2 0o buze Tl day, meai cuzs mho V 5 Gailags g am pls ozs il sl il S GUal el pMuwYl Lzl 28 5
A bl 7o, ol lamg « asall paud b a2 3l 3ol e oSy 0 olise JLpaiwdl 0¥ 2o,
“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan
hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu
gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat
tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119
ayat (2) huruf f KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan
Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 21 Juli 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2020 tersedia biaya
untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak
hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama

Suwawa tahun anggaran 2020;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Noni Tabito, S.El., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.HI dan Rezza Haryo
Nugroho, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hendri Bernando,

S.HI.,MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Sunyoto, S.HI Noni Tabito, S.El., M.H.
Hakim Anggota,
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Rezza Haryo Nugroho, SH

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.HI.,MH

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan Rp. 0,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 450.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 0,-
- Biaya Redaksi Rp. 0,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000.-
Jumlah Rp.  506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)
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